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P U T U S A N
Nomor 175/Pdt.G/2020/MS.Bpd
BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar’iyah Blangpidie  yang memeriksa dan mengadili  perkara

tertentu  pada tingkat  pertama telah  menjatuhkan  putusan dalam perkara  cerai

talak yang diajukan oleh : 

PEMOHON,  tempat/tanggal  lahir,  Kedai  Palak  Kerambil/30  Desember  1986,

agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx, pendidikan  Diploma III,

tempat kediaman di  KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, selanjutnya

disebut sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, tempat/tanggal lahir, Pulau Kayu/16 November 1988, agama Islam,

pekerjaan  xxxxxxxx  xxxxx  xxxxxx,  pendidikan  Strata  I,  tempat

kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,  selanjutnya disebut

sebagai Termohon;

 Mahkamah Syar’iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;  

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;  

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;  

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan  permohonan cerai talak  tertanggal  16

November 2020, yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah

Blangpidie  pada  tanggal  16  November  2020 di  bawah  register  Nomor:

175/Pdt.G/2020/MS.Bpd, dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 06 September 2019, Pemohon dan Termohon

telah  melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat

Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0140/004/IX/2019, tertanggal 06

September 2019; 
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2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di

rumah orang tua Termohon selama 5 Bulan dan belum di karuniai anak; 

3. Bahwa  sejak  Mei  2020  keadaan  rumah  tangga  Pemohon  dan

Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena : 

 Bahwa sejak Mei  2020 hubungan antara Pemohon dan Termohon

mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang

di sebabkan oleh Termohon tidak patuh terhadap Pemohon;; 

 Bahwa  puncak  perselisihan  dan  pertengkaran  terjadi  pada

September 2020 Termohon sering minta cerai ketika terjadi perselisihan;

 Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi

tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena

Termohon sudah tidak mempunyai  itikad baik lagi  untuk menjalankan

kehidupan rumah tangga   

4. Bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  di  atas,  telah  cukup  alasan  bagi

Pemohon  untuk  mengajukan  Permohonan  ini  sebagaimana  dimaksud

dalam Pasal  19 Peraturan Pemerintah No.  9 Tahun 1975, dan untuk itu

Pemohon  mohon  kepada  Bapak  Ketua  Mahkamah  Syar'iyah  Blangpidie

kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini; 

5. Bahwa  Pemohon  sanggup  membayar  biaya  yang  timbul  dalam

perkara ini;  

Berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  di  atas,  Pemohon  mohon  kepada

Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie / Majelis  Hakim yang memeriksa perkara

ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan

talak  satu  roj’i kepada  Termohon  (TERMOHON)  di  hadapan  sidang

Mahkamah Syar’íyah Blangpidie ; 

3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

Subsider
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Dan  atau  apabila  Majelis  Hakim  berpendapat  lain,  mohon  untuk

menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon dan

Termohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Hakim telah berusaha

untuk mendamaikan kedua belah pihak dan telah ditempuh pula prosedur mediasi

dengan hakim mediator yang dipilih oleh para pihak yaitu Reni Dian Sari, S.H.I.,

namun upaya damai dan upaya mediasi dalam pokok perkara oleh hakim mediator

tidak  berhasil,  akan  tetapi  dalam  hal  akibat  perceraian,  antara  Pemohon  dan

Termohon telah bersepakat  hal-hal  yaitu membebankan kepada Pemohon untuk

membayar  kepada Termohon Nafkah iddah sejumlah Rp  1.500.000,-  (satu juta

lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah dan mut’ah berupa seperangkat

alat shalat;

Menimbang,  bahwa  kemudian  dibacakan  surat  permohonan  Pemohon

tersebut  yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan terhadap

permohonan  tersebut  Termohon  telah  memberikan  jawaban  secara  lisan di

persidangan yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon dan tidak

berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah

memberikan Replik secara lisan di  persidangan yang pada pokoknya Pemohon

tetap  dengan  permohonannya dan  terhadap  replik  tersebut,  Termohon  telah

memberikan Duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Termohon

tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil  permohonannya  Pemohon

telah  mengajukan  alat  bukti  berupa  bukti  surat  dan  2  (dua) orang  saksi  di

persidangan, yaitu: 

A.   BUKTI TERTULIS

1. Fotokopi  Kutipan Akta  Nikah atas  nama Pemohon dan  Termohon

Nomor 0140/004/IX/2019, tertanggal 06 September 2019, yang dikeluarkan

oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Susoh, xxxxxxxxx xxxx xxxxx

xxxx, yang telah dinazagelen dan diberi  tanda (P.1).  Setelah diteliti  dan
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disesuaikan  dengan  aslinya,  ternyata  sesuai  dengan  aslinya  kemudian

diparaf oleh Ketua Hakim;

B.   BUKTI SAKSI-SAKSI

1. SAKSI 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut :  

 Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi

adalah saudara ipar Pemohon;

 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

 Bahwa  pada  awalnya,  Pemohon  dan  Termohon  hidup  rukun  dan

harmonis,  akan  tetapi  saat  ini  sudah  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran,  disebabkan  karena  antara  Pemohon  dan  Termohon  tidak

saling  berkomunikasi  dengan  baik,  Pemohon  dan  Termohon  saling

menyalahkan;

 Bahwa, saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

 Bahwa,  antara  Pemohon  dan  Termohon  telah  berpisah  tempat

tinggal sejak lebih kurang 1 (satu) bulan yang lalu;

 Bahwa  pihak  keluarga  dan  aparat  desa  telah  pernah  berusaha

mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI  2,  yang  di  bawah  sumpah  memberikan  keterangan  yang  pada

pokoknya sebagai berikut ;   

 Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi

adalah saudara kandung Pemohon;

 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

 Bahwa  pada  awalnya,  Pemohon  dan  Termohon  hidup  rukun  dan

harmonis,  akan  tetapi  saat  ini  sudah  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran,  disebabkan  karena  antara  Pemohon  dan  Termohon  tidak

saling  berkomunikasi  dengan  baik,  Pemohon  dan  Termohon  saling

menyalahkan;

 Bahwa, saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

 Bahwa,  antara  Pemohon  dan  Termohon  telah  berpisah  tempat

tinggal sejak lebih kurang 1 (satu) bulan yang lalu;
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 Bahwa  pihak  keluarga  dan  aparat  desa  telah  pernah  berusaha

mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa,  Pemohon  menyatakan  telah  mencukupkan  pembuktiannya  dan

Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pembuktian apapun di persidangan

ini;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  dalam  kesimpulan  akhirnya  menyatakan

mohon  agar  Hakim  mengabulkan  permohonannya  dan  Termohon  dalam

kesimpulan akhirnya menyatakan mohon putusan dan menyerahkan sepenuhnya

kepada putusan Hakim;  

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya

telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian

putusan  ini  Hakim  menunjuk  berita  acara  tersebut  sebagai  bagian  yang  tidak

terpisahkan dari putusan ini;  

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah

seperti tersebut di atas;  

Menimbang,  bahwa  berdasarkan pengakuan  Pemohon  dan  Termohon,

Termohon  bertempat  tinggal  dalam  wilayah  hukum  (yurisdiksi)  Mahkamah

Syar’iyah Blangpidie, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang

Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama  secara  kompetensi  relatif

Mahkamah Syar’iyah Blangpidie berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan Hakim dan upaya mediasi

yang  dilakukan  oleh  Hakim  Mediator  Reni  Dian  Sari,  S.H.I.,  meskipun  tidak

berhasil  telah memenuhi maksud Pasal 65 dan Pasal pasal 82 ayat (1) dan (4)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan PERMA Nomor 1 tahun 2016,

akan tetapi mediator telah berhasil mencapai kesepakatan antara Pemohon dan

Termohon dalam hal akibat dari perceraian, yaitu membebankan kepada Pemohon

untuk membayar kepada Termohon Nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,- (satu
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juta  lima  ratus  ribu  rupiah)  untuk  selama  masa  iddah dan  mut’ah  berupa

seperangkat alat shalat;

Menimbang,  bahwa  terhadap  hasil  mediasi  tersebut, Hakim

menganggapnya sebagai kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon, maka

Hakim menetapkan bahwa  besarnya nafkah  iddah yang harus dibayarkan oleh

Pemohon kepada Termohon sejumlah  Rp  1.500.000,-  (satu juta  lima ratus ribu

rupiah) untuk selama masa iddah dan mut’ah berupa seperangkat alat shalat dan

menghukum Pemohon untuk menyerahkannya kepada Termohon sesaat sebelum

ikrar talak perkara ini diucapkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon menuntut ingin bercerai dari

Termohon  karena  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  sering  terjadi

perselisihan dan pertengkaran dan mohon gugatannya dapat dikabulkan, maka

harus  dibuktikan  apakah  dalil  perkara  yang  bersangkutan  memenuhi  alasan

dimaksud ataukah tidak?;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  keabsahan  perkawinannya,

Pemohon telah mengajukan bukti bertanda P.1 (Kutipan Akta Nikah) karena telah

memenuhi syarat formil dan syarat materiil suatu akta autentik,  sehingga  secara

legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam

perkara ini, karena bukti P.1 tidak dibantah oleh Termohon, maka bukti P.1 tersebut

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, keterangan saksi-

saksi serta diperkuat dengan bukti surat bertanda P.1 berupa Kutipan Akta Nikah,

telah terbukti  antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang

sah menurut hukum, karenanya Pemohon dan Termohon merupakan pihak-pihak

berkualitas/berkapasitas  (persona standi  in  judicio) dalam perkara  ini  sehingga

Pemohon  mempunyai  legal  standing untuk  mengajukan  gugatan  terhadap

Termohon;

Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  persoalan  utama  dalam  permohonan

Pemohon  adalah  bahwa  antara  Pemohon  dengan  Termohon  telah  terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran,  yang  disebabkan  antara  lain  karena  Termohon

tidak patuh terhadap Pemohon dan  Termohon sering minta cerai  ketika terjadi

perselisihan dan  puncaknya  antara  Pemohon  dengan  Termohon  telah  pisah
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tempat tinggal sejak  bulan  September 2020 yang lalu,  oleh karena itu Pemohon

memohon agar dirinya diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang,  bahwa  Termohon  telah  memberikan  jawaban  yang  pada

pokoknya Termohon membenarkan permohonan Pemohon dan tidak berkeberatan

untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil  permohonannya,  Pemohon

telah  mengajukan  bukti  bertanda  P.1 serta 2 (dua)  orang  saksi,  Hakim

memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0140/004/IX/2019, , yang

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Susoh, xxxxxxxxx xxxx xxxxx

xxxx tanggal  06 September 2019,  telah dinazeglen dan bukti  mana telah pula

dicocokkan  dengan  aslinya  ternyata  sesuai  (kode  P.1)  telah  memenuhi  syarat

formil,  yaitu  akta  autentik  dikeluarkan  oleh  pejabat  yang  berwenang  ( in  casu

Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Susoh),  memuat  tanggal,  hari  dan  tahun

pembuatan,  telah  dinazegelen dan  telah  dicocokkan dengan aslinya  dan telah

memenuhi  syarat  materiil,  yaitu  isinya  berhubungan  dengan  langsung  dengan

perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja

dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karena menurut Hakim telah

memenuhi syarat materiil dan formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi,

karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi  syarat formil alat bukti saksi, yaitu:

orang-orang yang tidak dilarang menjadi  saksi  (vide Pasal  76 Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975  jo  Pasal  134  Kompilasi  Hukum Islam sebagai  lex  spesialis  derogat  legi

generalis dari  Pasal  171,  172  dan  174  R.Bg),  saksi-saksi  tersebut  memberi

keterangan di  depan sidang seorang demi seorang di  bawah sumpah menurut

agama yang dipeluknya. Kesaksian saksi telah memenuhi syarat materil alat bukti

saksi, karena berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, serta relevan

dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya,

dengan  demikian  alat  bukti  saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  materil  dan

formil  alat  bukti  saksi  sehingga  secara  legal  formal  alat  bukti  tersebut  dapat

dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;
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Menimbang,  bahwa  Termohon  di  persidangan  menyatakan  tidak

mengajukan bukti apapun untuk membuktikan jawabannya, meskipun Hakim telah

memberikan kesempatan yang cukup kepada Termohon;

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Hakim  mempertimbangkan  apakah

keadaan  dan  peristiwa  yang  dikemukakan  Pemohon  dan  Termohon  tersebut

hanya sebuah peristiwa biasa dan tidak berefek pada keutuhan rumah tangga

yang bersangkutan?;

Menimbang,  bahwa  karena  dalil  permohonan yang  diajukan  Pemohon

didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran  sebagaimana dimaksud

dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan yang dimaksud dengan pertengkaran

dan  perselisihan  pada  pasal-pasal  tersebut  menurut  tafsiran  Hakim  adalah

apabila: ada suara keras dengan jawab menjawab dan atau dengan rona muka

yang menunjukkan kemarahan,  kebencian,  kekesalan dan kekecewaan disertai

dengan emosi  yang meluap dengan mimik dan ekspresi  ketidaksenangan, dan

disisi  lain boleh jadi  adanya kekerasan fisik atau luka fisik  baik  langsung atau

sebagai akibat tindakan tententu;

Menimbang,  bahwa  namun  demikian  sekalipun  dalam  hatinya  telah

berkobar kemarahan, kekesalan, kekecewaan, kebencian atau ketidaksenangan,

akan  tetapi  tidak  semua orang  dapat  dan  atau  mau untuk  bertengkar  kendati

sudah berselisih atau sudah tidak sependapat lagi,  apalagi dengan pihak yang

nyata-nyata sebagai pasangan hidupnya;

Menimbang,  bahwa  keadaan  dan  peristiwa  tersebut  di  atas  dapat  saja

terjadi  disebabkan karena:  orang dimaksud masih dapat  menahan emosi,  atau

boleh jadi karena tidak pandai dalam bersilat lidah atau mungkin saja dikarenakan

malu  dan  takut  perselisihan  dan  pertengkaran  antar  yang  bersangkutan  akan

terlihat orang lain, sehingga seandainyapun ada suatu perselisihan yang hebat,

maka boleh jadi orang yang dekat sekalipun mungkin saja tidak akan mengetahui

karena  tidak  pernah  melihat  atau  tidak  pernah  mendengar  adanya  suatu

perselisihan  dan  pertengkaran  di  antara  suami  istri  tersebut.  Di  sisi  lain  bagi

sebagian  orang  yang  mempunyai  kemapanan  intelektualitas,  marah  dan  cara
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melampiaskan  kemarahan  tentu  akan  dikelola  dan  diarahkan  sehingga  tidak

muncul  secara  emosional  dan  meledak-ledak,  karena  marah  dan  cara

melampiaskan  kemarahan  berkaitan  erat  dengan  kredibilitas  personal  dan

kecerdasan emosional seseorang;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam suatu rumah tangga atau dalam

kehidupan perkawinan, adalah sesuatu hal yang lazim terjadi bahwa baik seorang

suami atau seorang istri,  akan selalu berusaha untuk tidak berselisih dan tidak

bertengkar,  lebih-lebih  di  hadapan  orang  lain,  hal  ini  karena  sudah  menjadi

kewajiban:  seharusnya  setiap  pasangan  suami  istri  dapat  menutupi  dan

menyembunyikan  sebaik  mungkin  adanya  perselisihan  dan  pertengkaran  yang

terjadi dalam rumah tangga, baik dari pihak keluarga besarnya terlebih-lebih dari

orang lain;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  itu  sangatlah  logis,  demikian  sulitnya

mencari bukti dan saksi yang mengetahui secara persis dan detail, melihat dan

mendengar  langsung  adanya  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  suami  istri

yang terjadi dalam rumah tangga yang bersangkutan;

Menimbang,  bahwa  setelah  melihat  pernyataan  Pemohon,  jawaban

Termohon,  dihubungan dengan keterangan saksi-saksi  bahwa antara Pemohon

dengan Termohon sedang dan telah terjadi perselisihan, maka Hakim berpendapat

terdapat relevansi fakta dalil Pemohon, Jawaban Termohon dan alat bukti perkara

tersebut,  oleh  karena  itu  Hakim  menyatakan  bahwa  keadaan  perkawinan

sebagaimana didalilkan Pemohon adalah fakta yang sebenarnya terjadi dan bukan

merupakan keadaan menurut persepsi pihak Pemohon saja;

Menimbang,  bahwa  sekalipun  keadaan  dan  peristiwa  sebagaimana

diuraikan  di  atas  secara  substansial  dapat  diperdebatkan,  namun  Hakim

berpendapat ada  gambaran  nyata  dan  adanya  riak  ketidakharmonisan  yang

bersumber dari  pelbagai peristiwa dalam rumah tangga sebagaimana didalilkan

Pemohon;

Menimbang,  bahwa  di  persidangan  Termohon  tidak  membantah  dan

menyatakan bahwa  Termohon  bersedia untuk bercerai dengan  Pemohon.  Telah

dibuktikan bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon nyata

tidak  kembali  bersatu  hingga  sekarang  ini.  Terlebih  lagi  selama  persidangan
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Hakim  senantiasa  berusaha  mendamaikan  bahkan  telah  melewati  tahapan

mediasi  dengan  difasilitasi  oleh  Mediator dari  kalangan  hakim  Mahkamah

Syar'iyah Blangpidie, akan tetapi Hakim tetap berhadapan dengan sikap kehendak

Pemohon yang telah menyatakan bersikeras dan tetap tidak bersedia lagi untuk

melanjutkan  rumah  tangganya  dengan  Termohon  dan  Termohon  juga

menunjukkan sikap enggan untuk kembali rukun dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan dan jawaban

Termohon  serta  alat-alat  bukti  yang  diajukan  Pemohon  ke  persidangan,  telah

terungkap  adanya  peristiwa/fakta hukum  yang  sesuai  dengan  permohonan

Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada

tanggal  tanggal  06  September  2019,  tercatat  di  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan Susoh, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun,

karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Pemohon dan  Termohon  sudah  pisah  rumah  lebih  kurang  sejak

lebih kurang 1 (satu) bulan yang lalu;

- Bahwa  Hakim  telah  berupaya  mendamaikan  Pemohon  dan  Termohon

dalam setiap persidangan dan menunjuk mediator, akan tetapi usaha tersebut

tidak berhasil;

- Bahwa fakta di persidangan, Pemohon selalu menunjukkan keinginan kuat

untuk berpisah dengan Termohon dan Termohon juga menunjukkan sikap dan

keinginan untuk berpisah dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat

antara  Pemohon  dengan  Termohon  telah  dan  sedang  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan September 2020 yang lalu antara

Pemohon dengan Termohon pisah rumah, selama pisah rumah tersebut Pemohon

sudah tidak perduli  lagi  pada Termohon, dan Hakim juga tidak melihat adanya

i’tikad baik dari  Pemohon maupun Termohon untuk memperbaiki  dan membina

rumah  tangganya,  maka  hal-hal  tersebut  sebagai  indikasi  kuat  terpenuhinya

alasan perceraian sebagaimana norma hukum dalam Putusan Mahkamah Agung

Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa “cekcok,
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hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur,

salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain

merupakan  fakta  yang  cukup  memenuhi  alasan  suatu  perceraian,  dan

mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia”; dan Putusan

Mahkamah  Agung  Nomor  1354K/Pdt/2000,  tanggal  08  September  2003,  yang

normanya menyatakan bahwa  “Suami istri  yang telah pisah tempat tinggal dan

tidak  saling  memperdulikan  sudah  merupakan  fakta  adanya  perselisihan  dan

pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga

dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”;

Menimbang, bahwa perihal  perselisihan dimaksud, terungkap hubungan

suami istri yang bersangkutan telah sedemikian rupa adanya, sehingga sekalipun

pihak-pihak  yang  dekat  dengan  yang  bersangkutan  berusaha  agar  Pemohon

dengan Termohon dapat rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi Pemohon

telah  menunjukkan  sikap/perbuatan  tidak  mempunyai  kehendak  untuk  rukun

kembali, bahkan Pemohon telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak

bersedia lagi melanjutkan rumah tanggganya dengan Termohon, berdasarkan hal

itu  Hakim berpendapat masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah

mencapai tahap yang serius/gawat  dan  sifat  persengketaan yang bersangkutan

telah sampai pada tahapan terus-menerus;

Menimbang,  bahwa  sekalipun  kepada  Pemohon  telah  diingatkan  agar

berpikir  dan  menyadari  akibat  perceraian,  akan  tetapi  Pemohon  menyatakan

kehendak perceraian  tersebut  merupakan alternatif  terbaik  untuk  dirinya.  Maka

Hakim berpendapat pernyataan itu telah menunjukan antara suami istri tersebut

tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti  Pemohon tidak

pernah  menunjukkan  sikap/itikad  untuk  rukun  kembali,  bahkan  telah

memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam

rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan. Maka Hakim

berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan dipertahankan;

Menimbang, bahwa  vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Perkawinan adalah ikatan lahir  bathin antara seorang pria dan seorang wanita

sebagai suami  istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan
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kekal berdasarkan  Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya vide

Pasal  2  jo  Pasal  3 Kompilasi  Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga

yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang,  bahwa  untuk mewujudkan  tujuan  perkawinan tersebut vide

Pasal 77 Kompilasi  Hukum Islam,  maka  suami istri  harus memikul kewajiban

luhur  antara  lain  bahwa  suami  istri  wajib  saling  cinta  mencintai,  hormat

menghormati,  setia  dan  saling  memberikan  bantuan   lahir  bathin  yang   satu

kepada yang lainnya, adanya perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan sejak

lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu, telah membuktikan tidak adanya rasa saling

mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir

bathin yang  satu  kepada yang lainnya;

Menimbang,  bahwa  dalam  perceraian  tidak  perlu  dilihat  siapa  yang

menjadi  penyebab  pertama  terjadinya  perselisihan,  vide Putusan Mahkamah

Agung Nomor 38 K/AG/1990,  tanggal 5 Oktober 1991 dan Putusan Mahkamah

Agung Nomor 184 K/AG/1995, tanggal 30 September 1996 akan tetapi yang perlu

diperhatikan adalah institusi perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu  masih

dapat  dipertahankan atau tidak?, karena apabila  salah satu pihak sudah merasa

dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk

dipersatukan  lagi,  karena  meskipun  salah  satu  pihak  menginginkan

perkawinannya  utuh  dan  tetap  dipertahankan,  maka  kemungkinan  yang  akan

terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinanya putus, tetap saja

akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar  perkawinan itu sendiri berakhir;

Menimbang,  bahwa  dengan  kondisi  rumah  tangga  telah  sebagaimana

diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak

lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur itu, karenanya perkawinan antara

Pemohon dengan Termohon sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon selama di  persidangan telah menunjukkan

sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai, hal itu berarti Pemohon dan Termohon

sudah tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya, maka itu berarti sudah

ada bukti bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh

satu  pihak  saja,  dan begitu  pula  pembiaran terhadap  berlangsungnya ketidak-
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harmonisan antar suami istri tentu dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi

semua  pihak,  baik  untuk  Pemohon  maupun  untuk  Termohon,  sesuai  hujaj

syar’iyah (dalil-dalil syara) yang normanya diambil alih oleh Hakim:

يزال ـالض   رر

Artinya: ”Kemadharatan itu harus dihilangkan".

المصالح      جلب على مقدم المفاسد  درء

Artinya:  "Menolak  kerusakan  itu  harus  didahulukan  daripada meraih

kemaslahatan.”

يزال الشد ررـالض  ررـلضبا الخف 

Artinya: "Kerusakan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kerusakan

yang lebih ringan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim

berpendapat/berkesimpulan  antara  Pemohon  dengan  Termohon  telah  terjadi

perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan

dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata perkawinan yang

bersangkutan  telah  pecah  (broken  marriage), maka  telah  cukup  alasan  bagi

Pemohon untuk menjatuhkan terhadap Termohon berdasarkan  penjelasan Pasal

39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9  Tahun 1975  dan Pasal 116 huruf (f)  Kompilasi

Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang

terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon di  persidangan, oleh karena itu

permohonan  Pemohon  mengenai  agar  Hakim  memberi  izin  Pemohon  untuk

menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  a  quo termasuk  bidang

perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 Tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana telah  diubah dengan  Undang-

Undang Nomor  3  Tahun  2006  dan  perubahan  kedua dengan Undang-Undang

Nomor  50  Tahun  2009,  biaya  perkara  dibebankan  kepada  Pemohon sebesar

seperti tersebut dalam diktum putusan ini;
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Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;  

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu

raj’i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar’iyah

Blangpidie setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  kepada  Termohon

berupa  nafkah  iddah  sejumlah  Rp.  1.500.000,00  (satu  juta  lima  ratus  ribu

rupiah) untuk selama masa iddah dan mut’ah berupa seperangkat alat shalat

lengkap sesaat sebelum ikrar talak perkara ini diucapkan;

4. Membebankan  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara  sejumlah  Rp.

296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian  diputuskan  oleh Hakim  Tunggal  pada  hari  Selasa tanggal  08

Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah,

oleh kami Muzakir, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan pada

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu

oleh  Antoni  Sujarwo,  S.H.,  sebagai  Panitera  Pengganti  serta  dihadiri  oleh

Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal,

Muzakir, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Antoni Sujarwo, S.H.

Perincian biaya
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1. Biaya Pendaftaran Rp.     30.000,-

2. Biaya Proses Rp.     50.000.-

3. Biaya Panggilan Rp.   180.000,-

4. PNBP Panggilan Rp      20.000,-

5. Biaya Materai Rp.       6.000,-

6. Redaksi                                    Rp.     10.000,-  

     J u m l ah Rp.   296.000,-

     (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) 
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